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2.1 Landasan Teori
1) [image: ]Teori keagenan

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa adanya hubungan antara pemilik dan manajer. Hubungan antara pemilik dan manajer umumnya menciptakan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Asimetri informasi bermakna manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya dari entitas daripada pemilik, sehingga karena ada tujuan yang berbeda terdapat konflik kepentingan yang alami muncul antara manajer dan pemilik. Berkaitan dengan agency theory, Dewan Pengawas Syariah dapat dijadikan sebagai pihak yang memastikan bank sebagai management yang dapat dipercaya untuk mengelola organisasi termasuk menjaga asset perusahaan dan bertindak untuk kepentingan seluruh stakeholder bukan hanya pada kepentingan pribadi (Istiqomah et al., 2024).
2) Teori signal

Teori signal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tertentu. Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang dilakukan secara sukarela oleh manajemen perusahaan. Teori signal mengemukakan mengenai bagaimana seharusnya perusahaan memberikan signal-signal
kepada pengguna laporan keuangan. Signal dapat berupa promosi atau
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informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lainnya (Istiqomah et al., 2024)
2.1.1 Kinerja Keuangan Perbankan
[image: ]Kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya pada suatu periode tertentu, baik mencakup aspek penghimpunan atau penyaluran dana. Pengukuran kinerja keuangan digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya sehingga perusahan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya (Barkah et al., 2021).
Kinerja keuangan merupakan suatu analisis pada periode waktu tertentu untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi ataupun perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar dengan cara mengevaluasi dan menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan tujuan bisa memberikan masukan kepada manajer perusahaan atau investor dalam menentukan suatu kebijakan perusahaan (Titania & Taqwa, 2023).
Kinerja keuangan merupakan metrik keuangan yang memperlihatkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola investasi, saham, aset dan banyak ukuran keuangan lainnya untuk menghasilkan laba yang dapat dikonfirmasi dalam laporan keuangan (Aroof et al., 2023).
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu proses pengukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya seperti penghimpunan dana atau penyaluran dana, mengelola investasi, saham, aset dan lainnya guna memperoleh laba yang sudah ditentukan.
2.1.1.1 Analisis Kinerja Keuangan Perbankan
Rasio keuangan merupakan perbandingan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk satu periode atau lebih pada setiap komponen keuangannya.

Analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat dalam membimbing kreditor maupun investor dalam pengambilan keputusan mengenai pencapaian serta prospek perusahan pada masa depan (Nadila Nadila et al., 2024)
[image: ]Rasio keuangan sebagai alat ukur kinerja perusahaan menggunakan rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Dari hasil perhitungan rasio tersebut akan dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS berupa uji non-parameter (uji wilcoxon). Berikut definisi operasional terhadap pengujian yang dilakukan pada penelitian, antara lain:
A. Rasio Profitabilitas
1) Net Profit Margin (NPM)
Net profit margin (NPM) adalah metrik pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan aset yang dimiliki dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini :
NPM =  Laba bersih 𝑥 100% Pendapatan
2) Return On Asset (ROA)
Return on asset (ROA) adalah alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan aset yang dimiliki dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini :
ROA =  Laba bersih 𝑥 100% Total aset


3) Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) ) adalah alat ukur kemampuan perusahaan dalam
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menghasilkan modal yang dimiliki dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini :
[image: ]ROE = Laba bersih x 100% Total ekuitas
B. Rasio Likuiditas
1) Current Ratio (CR)

Current ratio (CR) berfungsi sebagai alat ukur penilaian perusahaan pada saat pemenuhan kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini :
CR =  Aktiva lancar 𝑥 100% Hutang lancar
2) Quick Ratio (QR)

Quick Ratio (QR) berfungsi sebagai metode pengukuran kinerja perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek yang dimiliki dengan menggunakan aset lancar tanpa disertakan persediaan dengan perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini :


QR = Aktiva lancar−Persediaan 𝑥 100% Hutang lancar
C. Rasio Solvabilitas

1) Debt to Assets Ratio (DAR)
Debt to Assets Ratio (DAR) adalah teknik analisis yang digunakan sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam pembiayaan aset menggunakan kewajiban yang dimiliki dengan cara perhitungan menggunakan rumus

seperti berikut ini:

DAR =  Total hutang 𝑥 100% Total aset
2) Debt to Equity Ratio (DER)

[image: ]Debt to Equity Ratio (DER) adalah teknik analisis yang digunakan sebagai tolak ukur kemampuan perusahaan dalam pembiayaan aset menggunakan modal yang dimiliki dengan cara perhitungan menggunakan rumus seperti berikut ini (Jurnal et al., 2023):
DER = Total hutang 𝑥 100% Total equity
2.1.1.2 Tujuan Kinerja Keuangan Perbankan
Adapun tujuan kinerja keuangan perbankan sebagai berikut :

1) Mengetahui tingkat likuiditas. Pada likuiditas menunjukan kemampuan perbankan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dilunasi pada saat ditagih.
2) Mengetahui tingkat solvabilitas. Pada solvabilitas menunjukan kemampuan perbankan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik dalam jangka pendek.
3) Mengetahui tingkat rentabilitas. Pada rentabilitas menunjukan kemampuan perbankan untuk memperoleh laba selama periode tertentu.
4) Mengetahui tingkat stabilitas. Pada stabilitas menunjukan kemampuan perbankan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi setiap hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. (Perusahaan et al., 2022)

2.1.1.3 Manfaat Kinerja Keuangan Perbankan
Manfaat kinerja keuangan perbankan adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh perbankan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2) [image: ]Selain digunakan untuk melihat kinerja perbankan secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perbankan untuk masa yang akan datang.
4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan perbankan pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perbankan (Solvabilitas & Rasio, 2020).
2.1.2 Green Intellectual Capital (GIC)
Green intellectual capital pertama kali dikemukakan oleh Chen (2008) yang didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan asset tak berwujud yang dikuasai oleh perusahaan seperti pemahaman dan kemampuan yang berkaitan dengan lingkungan sehingga dapat menciptakan value bagi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan green intellectual capital pada kegiatan operasionalnya dipercayai akan menaati peraturan lingkungan internasional dan memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam peningkatan lingkungan (Lestari, 2023). Melalui pengelolaan green intellectual capital yang baik perusahaan dapat menciptakan karyawan yang lebih kreatif dan keterampilan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja yang baik pula.

Dengan begitu hubungan dengan para stakeholders dapat berjalan efesien dan efektif (Ahmar & Astuti, 2023)
[image: ]Perusahaan yang cenderung patuh terhadap lingkungan maka akan menciptakan nilai baik perusahaan dimata stakeholder ketika perusahaan menetapkan green intellectual capital (Chandra & Augustine, 2019).Dengan demikian perluya penerapan green intellectual capital untuk menarik investor untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut, sehingga bisa mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan.
Untuk mencapai tujuan perbankan syariah, seluruh sumber daya berwujud dan tidak berwujud (tangible dan intangible) harus dimanfaatkan secara maksimal. Green Intellectual Capital dianggap sebagai indikator kemakmuran organisasi yang dihasilkan dari manajemen pengetahuan dan memungkinkan terciptanya pengetahuan baru. (Alia et al., 2022)
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa green intellectual capital merupakan modal yang dihasilkan dari tiga sumber utama diantaranya green human capital, green structural capital dan green relational capital melalui pengetahuan dan informasi yang diaplikasikan pada pekerjaan dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan dalam keunggulan bersaing organisasi.
2.1.2.1 Komponen Utama Green Intellectual Capital (GIC)
Secara umum Green Intellectual Capital terdiri dari 3 komponen utama yaitu sebagai berikut:
1) Green human capital adalah keterampilan, pengetahuan, pengelaman, kemampuan, kreatif, dan komitmen pada karyawan mengenai inovasi hijau atau perlindungan lingkungan (Chen, 2008). Dengan demikian perusahaan

yang menerapkan green human capital akan memiliki karyawan kompoten dan ahli serta tetap memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan tersebut.
2) [image: ]Green structural capital adalah sistem manajemen, sistem teknologi informasi, komitmen, database, hak cipta, paten, merk dagang serta budaya organisasi mengenai inovasi hijau atau perlindungan lingkungan. Green structural capital apabila diterapkan perusahaan dapat membantu meminimalkan konsumsi energi dan mampu meningkatkan produktivitas. keseluruhan.
3) Green relational capital merupakan hubungan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, mitra bisnis dan para stakeholder lainnya tentang inovasi hijau atau pengelolaan lingkungan (Chen, 2008). Dengan demikian berkenaan dengan pelanggan dan mitra bisnis perusahaan perlu menjaga loyalitas dan kepuasaan dengan meningkatkan produk dan layanan ramah lingkungan (F.Gunaensis, 2022)
2.1.2.2 Metode Pengukuran Green Intellectual Capital (GIC)
Metode pengukuran Green Intellectual Capital di Indonesia sejak PSAK no 19 (revisi 2000) tentang Aset Tak Berwujud diterbitkan, meliputi antara lain adalah teknologi, desain dan implementasi sistem, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang. Pengungkapan GIC suatu perusahaan yang menggerakkan kinerja organisasi dan mendorong penciptaan nilai. Pengungkapan GIC diproksikan dengan indeks GIC disclosure sesuai merujuk pengungkapan GIC oleh Singh dan Zahn. Indeks ini terdiri dari 81 item yang diklasifikasikan ke dalam enam kategori yaitu: (1) karyawan; (2) pelanggan; (3) teknologi informasi; (4) proses; (5) riset dan pengembangan; dan (6) pernyataan

strategis (Suhariyanto, 2022). Berikut ini merupakan item-item pengungkapan

green intellectual capiital :

Tabel 2.1

[image: ]Item-Item Pengungkapan Green Intellectual Capital

	Komponen
	Kode
	Jenis Pengungkapan

	






Green Human Capital (GHC)
	GHC 1
	Sumber daya manusia dalam perusahaan memiliki
produktivitas dan berkontribusi dalam perlindungan lingkungan

	
	GHC 2
	Sumber daya manusia dalam perusahaan mempunyai
kompetensi	yang	memadai	dalam	menjaga lingkunganya.

	
	GHC 3
	Sumber	daya	manusia	dalam	perusahaan menyediakan layanan dan produk berkualitas tinggi
dalam hal menjaga lingkungan.

	
	GHC 4
	Perusahaan mempunyai tingkat kooperatif yang tinggi

untuk bekerjasama dalam melindungi lingkungan.

	
	GHC 5
	Manajer dalam perusahaan mendukung karyawan dalam menjalankan pekerjaannya untuk menjaga
lingkungan

	
	GSC 1
	Perusahaan  mempunyai  sistem  manajemen  yang

tinggi mengenai penjagaan terhadap lingkungan.

	
	GSC 2
	Perusahaan mempunyai rasio karyawan yang tinggi
dalam bidang manajemen lingkungan dari seluruh karyawan.



[image: ]
	
Green Structural Capital (GSC)
	GSC 3
	Perusahaan	berinvestasi	secara	memadai	dalam pengembangan	fasilitas		perlindungan	terhadap
lingkungan.

	
	GSC 4
	Proses operasional yang perusahaan jalankan dalam

menjaga lingkungan berjalan dengan efisien.

	
	GSC 5
	Sistem	manajemen	pengetahuan	mampu
menyebarkan	pengetahuan	tentang	manajamen lingkungan.

	
	GSC 6
	Perusahaan	membentuk	sebuah	komite	yang mempunyai tujuan untuk membahas isu mengenai
lingkungan.

	
	GSC 7
	Perusahaan membuat aturan dan regulasi secara detail

mengenai perlindungan lingkungan.

	
	GSC 8
	Perusahaan	menerapkan	sistem	reward	ketika

berhasil menjalankan tugas lingkungan.

	




Green Relational Capital (GRC)
	GRC 1
	Perusahaan mendesain produknya sesuai dengan yang

diharapkan konsumen akan lingkungan hidup.

	
	GRC 2
	Para konsumen puas dengan program lingkungan

hidup perusahaan.

	
	GRC 3
	Terdapat hubungan yang kooperatif dan stabil antara pemasok	dengan	perusahaan	dalam	menjaga
lingkungan hidup.

	
	GRC 4
	Terdapat hubungan yang kooperatif dan stabil antara




	
	
	klien dengan perusahaan dalam menjaga lingkungan

hidup.

	
	GRC 5
	Terdapat hubungan yang kooperatif dan stabil antara
patner strategis dengan perusahaan dalam menjaga lingkungan.


[image: ]Sumber: (Kartikasari & Astuti, 2023)
Pengukuran green intellectual capital diukur berdasarkan penelitian (Kartikasari & Astuti, 2023) sebagaimana dikutip dalam (Chen,2008) yaitu setiap item yang diungkapkan perusahaan diberi skor 1 dan sebaliknya jika tidak diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 0. Kemudian, jumlah yang diungkapkan dibagi dengan total seluruh kriteria yang harus setiap perusahaan (F.Gunaensis, 2022). Pengukuran GIC dihitung dengan rumus berikut:
Keterangan: GIC =
𝑛
𝑘
Keterangan:

GIC : Green Intellectual Capital

n	: jumlah item yang perusahaan ungkapkan

k	: jumlah item yang ada pada green intellectual capital

2.1.3 Islamic Corporate Governance (ICG)
IC memiliki dua sifat. Pertama, seluruh aspek kehidupan perusahaan, etika dan masyarakat harus dikaitkan dengan hukum Islam. Kedua, ICG juga harus mengacu pada etika bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam, seperti perintah  zakat,  larangan  riba,  larangan  spekulasi,  dan  perintah  mengenai

pengembangan sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil.(Hartono, 2018)

[image: ]Islamic Corporate Governance berupaya merancang metode yang memastikan bahwa tata kelola perusahaan, sistem hukum, dan pelaku ekonomi berpedoman pada nilai-nilai sosial dan moral, sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.(Kholilah & Wirman, 2019)
Tata kelola perusahaan mengatur tata kelola bisnis untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas operasional, dengan tujuan akhir memberikan nilai jangka panjang kepada pemegang saham sekaligus melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya, proses dan struktur untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas dan urusan perusahaan. Menciptakan nilai berkelanjutan bagi bisnis sesuai dengan hukum dan etika negara (Artameviah, 2022)
Sumber hukum IC menyatakan bahwa sumber utama adalah Al-Quran dan Hadits, dan sumber sekunder adalah Ijma dan Qiyas. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab (hisab), keadilan ('adalah), nasehat (syura), keikhlasan (amana), kejujuran (siddiq), keikhlasan (ikhlas), niat (niyyah), dan persaudaraan (ukhuwah) (Artameviah, 2022).
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan tata kelola perusahaan yang mengacu pada etika bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas operasional perusahaan.
2.1.3.1 Prinsip-Prinsip Islamic Corporate Governance (ICG)
Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dalam operasinya mengikuti aturan-

aturan dan norma-norma islam seperti:

1) Bebas dari bunga (riba).
2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (masyir).
3) [image: ]Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil).
4) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Secara garis besar jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial (Artameviah, 2022).
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS, ICG bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yaitu:
1) Keterbukaan (transparancy)
Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2) Akuntabilitas (accountability)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3) Pertanggungjawaban (responsibility)

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4) Profesional (professional)
Mampu bertindak obyektif, memiliki kompetensi dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5) Kewajaran (fairness)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Artameviah, 2022)
6) [image: ]Shariah compliance yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Abidin, 2019).
Menurut Hikmah Endraswati (2015) konsep pada Islamic Corporate Governance dan Good Corporate Governance berbeda. Dalam Islamic Corporate Governance menggunakan prinsip berdasarkan 4 sifat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:
1) Sidik (Jujur)

Sidik merupakan landasan utama dalam Islamic Corporate Governance. Dalam penerapannya menekankan adanya kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalani fungsinya sehingga tidak adanya kemungkinan terjadinya penipuan, korupsi dan lainnya jika menerapkan prinsip sidik karena pihak internal maupun eksternal memegang prinsip kejujuran (Haya et al., 2022). Berikut dasar hukum tentang sifat sidik sebagai berikut:
[image: ]
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (Q.S At- Taubah: 119).
2) Amanah (Dapat dipercaya)
Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab.

[image: ]Dalam menerapkan amanah pihak internal maupun eksternal akan mendapatkan keuntungan dalam setiap perjanjian atau kontrak yang dilakukan, karena tidak adanya unsur penipuan ataupun hal-hal yang merugikan salah satu pihak akibat sifat yang tidak baik. Pihak eksternal juga akan merasa puas dalam menjalin kerja sama terhadap pihak internal karena adanya rasa aman sehingga dapat meningkatkan loyalitas pihak internal (Haya et al., 2022). Dasar hukum tentang amanah adalah sebagai berikut:
[image: ]


Artinya:“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”. (Q.S Al- Mu’minun: 8).
3) Tabligh (Menyampaikan)

Tabligh merupakan menyampaikan informasi secara akurat dan benar tanpa adanya kelebihan maupun kekurangan dan adanya keterbukaan (transparansi) dalam penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Haya et al., 2022). Dasar hukum tentang amanah adalah sebagai berikut:
[image: ]
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl: 90).

4) Fatanah (Cerdas)
[image: ]Fatanah merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam mempraktikkan pekerjaannya. Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara sehat dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaannya. Dengan adanya sifat fatanah akan membangun kebijaksanaan, keterbukaan wawasan, mampu menyeimbangkan perubahan zaman dan mampu dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Ayat al-quran yang menjelaskan mengenai siftat fatanah sebagai berikut (Haya et al., 2022):
[image: ]
Artinya: “dan Itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui”. (Q.S Al- An’am: 83).

2.1.3.2 Dasar Hukum Islamic Corporate Governance (ICG)
Dasar hukum Islamic Corporate Governance (ICG) perbankan syariah sebagai berikut:
1) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2) [image: ]Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Usaha Syariah.
3) Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013
4) Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7) Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. (Tâm et al., 2016)
Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:

1) Penilaian tingkat kesehatan bank secara individu untuk Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko, Good Corporate Governance, rentabilitas dan permodalan. Sedangkan untuk Unit Usaha Syariah hanya mencakup faktor profil risiko.
2) [image: ]Penilaian faktor Islamic Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan lima prinsip ICG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran.
3) Dalam rangka memastikan penerapan lima prinsip ICG Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi sebelas faktor penilaian pelaksanaan Islamic Corporate Governance sebagaimana diatur dalam ketentuan Islamic Corporate Governance yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.
4) Penetapan peringkat faktor Islamic Corporate Governance dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance; (ii) kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil penerapan Islamic Corporate Governance pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan Islamic Corporate Governance yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
5) Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank.
6) Bank Umum Syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan

anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti profil risiko, Islamic Corporate Governance, rentabilitas, dan permodalan.(Tâm et al., 2016)
2.1.3.2.1 [image: ]Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah (Faozan, 2013).
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan pengawas syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah pada pasal 1(Rini, 2018).
Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Dalam melaksanakan tugasnya DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai kesesuain produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah (Faozan, 2013).

2.1.3.2.2 Dewan Komisaris Independen
[image: ]Menurut (Agus dan Ardana, 2014:110) dewan komisaris independen merupakan sebagai berikut: “Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen/pemegang saham minoritas dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas- tugasnya demi kepentingan perusahaan.”
DKI= Jumlah komisaris independen X 100% Jumlah anggota dewan komisaris


2.1.3.2.3 Kepemilikan Manajerial
Menurut (Hanafi, 2014:75) kepemilikan manajerial merupakan besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau manajer juga sebagai pemegang saham yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang di ambil serta menanggung resiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Menurut (Effendi, 2016:17) indikator yang digunakan untuk mengukur

kepemilikan manajerial sebagai berikut:

Kepemilikan manajerial = Jumlah kepemilikan saham manajemen

Jumlah saham beredar



𝑥 100%



2.1.3.2.4 Kepemilikan Konstitusional
Kepemilikan konstitusional yaitu tingkat persentase kepemilikan saham oleh



pihak diluar manajemen yang secara aktif melakukan monitoring terhadap kinerja. Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. (Hawalia & Indriani, 2023).
[image: ]Kepemilikan konstutisional mengacu pada hak kepemilikan atas saham yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi atau peraturan hukum suatu negara. Ini berarti bahwa kepemilikan saham seseorang atau suatu entitas diatur oleh hukum dan tidak dapat diambil secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang sah. Menurut (Ardhiansyah, 2014) indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan
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konstitusional sebagai berikut :

Kepemilikan Konstitusional = Jumlah kepemilikan saham konstitusional 

Jumlah saham beredar



𝑥 100%



2.1.3.2.5 Komite Audit
[image: ]Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam (Effendi, 2016) komite audit merupakan komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan direksi tugasnya adalah untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewanpengawas atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan- perusahaan. Menurut (Sulistya, 2013) pengukuran komite audit menggunakan proporsi komite audit sebagai berikut:
Komite audit= Total anggota komite audit diluar perusahaan  𝑥 100%

Total anggota komite audit



2.1.3.3 Unsur Penilaian Islamic Corporate Governance (ICG)
Unsur-unsur Islamic Corporate Governance perbankan syariah yang menjadi indikator dalam kualitas penerapannya menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No: 12/13/DPbS tahun 2010. Penilaian atas pelaksanaan ICG bagi Bank Umum Syariah dilakukan terhadap sebelas faktor sebagai berikut (Tâm et al., 2016)
Tabel 2.2

Unsur Penilaian Islamic Corporate Governance (ICG)

	No
	Faktor
	Indikator

	1
	Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
	· Kecukupan komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris.
· Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris.
· Efektivitas	penyelenggaraan	rapat Dewan Komisaris.
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	· Kecukupan aspek pengungkapan mengenai Dewan Komisaris.

	2
	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
	· Kecukupan	komposisi,	kriteria	dan	tingkat independensi Direksi.
· Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

· Efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi.
· Kecukupan aspek pengungkapan mengenai Direksi.

	3
	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
	· Kecukupan struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite.
· Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite.
· Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.

	4
	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah.
	· Kecukupan jumlah, komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS.
· Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
· Efektivitas penyelenggaraan rapat DPS.
· Kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS.

	5
	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
	· Kesesuaian produk BUS terhadap Prinsip Syariah.

· Pemenuhan Prinsip Syariah oleh BUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa.
· Mekanisme yang dilakukan oleh BUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara BUS dengan nasabah.



[image: ]
	6
	Penanganan benturan kepentingan.
	· Efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure) serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap
profitabilitas BUS.

	7
	Penerapan fungsi kepatuhan.
	· Tingkat kepatuhan BUS terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang.
· Efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi




	
	
	Direktur Kepatuhan dan fungsi kepatuhan.

· Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi.
· Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai agar fungsi kepatuhan dapat
menjalankan tugasnya secara efektif.

	8
	Penerapan fungsi audit intern.
	· Kecukupan fungsi audit intern BUS, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.
· Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern BUS dalam menciptakan BUS yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

	9
	Penerapan fungsi audit ekstern.
	· Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
· Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; kualitas hasil audit Akuntan Publik.

	10
	Batas maksimum penyaluran dana.
	· Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party).
· Penerapan manajemen risiko.
· Independensi pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait.
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	11
	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good
	· Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada stakeholders (publoc).
· Efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa BUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah.
· Cakupan	laporan	pelaksanaan	ICG	yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu serta pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan ICG.
· Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) BUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam
pengambilan keputusan (bisnis).(Tâm et al., 2016)



2.1.3.4 [image: ]Pengukuran Islamic Corporate Governance (ICG)
Menurut  (Sukirni,  2012)  pengukuran  Islamic Corporate Governance

dirumuskan sebagai berikut:

1) Dewan komisaris independen =	Jumlah komisaris independen	X 100%


Jumlah anggota dewan komisaris



2) Kepemilikan manajerial = Jumlah kepemilikan saham manajemen	X 100%


Jumlah saham beredar


3) Kepemilikan Konstitusional = Jumlah kepemilikan saham konstitusional	X 100%

Jumlah saham beredar



4) Komite Audit = Total anggota komite audit diluar perusahaan X 100%


[image: ]Total anggota komite audit

2.1.4 Teori Pengaruh Green Intellectual Capital dan Kinerja Perbankan,

Islamic Corporate Governance dan Kinerja Perbankan
1. Pengaruh Green Intellectual Capital dan Kinerja Perbankan Menggunakan Resource based theory.
Resource based theory merupakan teori yang di pelopori oleh Penrose (1959), seorang ilmuan yang mengemukakan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan bersifat heterogen, tidak homogen dan memiliki karakteristik khusus dan unik di setiap perusahaan (Suhendah, 2012).
Karakter unik inilah yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Adapun sumber daya heterogen yang dimaksud adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yakni, aset berwujud dan aset tidak berwujud (Caroline, 2015). Resource based theory beranggapan bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan yang kompetitif apabila perusahaan tersebutmemiliki sumber daya yang unggul, yaitu sumber daya yang langka, susah untuk ditiru oleh para pesaing dan tidak ada penggantinya (Caroline, 2015).
Wernerflet (1984) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan membutuhkan kemampuan tindakan strategis dalam memperoleh, mengelola serta mempertahankan seperangkat sumber daya fisik, keuangan, manusia dan organisasional khusus (Suhendah, 2012). Maka perusahaan harus mampu mendapatkan, mengidentifikasi, dan mengelola sumber daya


yang dimilikinya secara efektif dan efisien apabila ingin memiliki keunggulan kompetitif. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan kompetitif dan kinerja superior melalui penggabungan dan penggunaan dari aset-aset yang dimiliki perusahaan (Caroline, 2015).
[image: ]Menurut Jackson dan Schuler (1995) Resource based theory menjelaskan tiga jenis sumber daya yaitu pertama adalah sumber daya fisik berupa pabrik, teknologi, peralatan, lokasi geografis, sumber daya manusia berupa pengalaman, pengetahuan pegawai. Kedua adalah sumber daya organisasional berupa struktur dan sistem perencanaan, pengawasan, pengendalian. Ketiga adalah hubungan sosial antar organisasi dengan lingkungan eksternal (Suhendah, 2012). Ketiga sumber daya tersebut merupakan komponen utama dari intellectual capital.
2. Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Kinerja Perbankan menggunakan agency theory.
Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa adanya hubungan antara pemilik dan manajer. Menurut Messier, Glover, dan Prawitt (2018), hubungan antara pemilik dan manajer umumnya menciptakan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Asimetri informasi bermakna manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya dari entitas daripada pemilik, sehingga karena ada tujuan yang berbeda terdapat konflik kepentingan yang alami muncul antara manajer dan pemilik. Berkaitan dengan agency theory, Dewan Pengawas Syariah dapat dijadikan sebagai pihak yang memastikan bank sebagai management yang dapat dipercaya untuk mengelola organisasi termasuk menjaga  asset  perusahaan  dan  bertindak  untuk  kepentingan  seluruh


stakeholder bukan hanya pada kepentingan pribadi.

2.2 Penelitian Terdahulu
[image: ]Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi yaitu:


Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu
	
No.
	Nama Peneliti dan Tahun
Penelitian
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	
Hasil Penelitian

	1
	(Bangun et al., 2024)
	Pengaruh Green Intellectual Capital, Green Accounting, Dan Firm Size Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi
	Green Intellectual Capital(X1) Green Accounting (X2), Firm Size (X3) Terhadap Kinerja Keuangan (Y), Good Corporate Governance (Z)
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa green intellectual capital tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan green accounting berpengaruh negatif dan firm size memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. GCG dengan proksi dewan komisaris independent mampu memoderasi hubungan green intellectual capital dan firm size terhadap kinerja keuangan, namun tidak mampu memoderasi green accounting terhadap kinerja
keuangan.




	2
	(Suhariyanto,2 022)
	Pengungkapan Green Intellectual Capital Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia
	Green Intellectual Capital (X1) Kinerja Perbankan di Indonesia (Y)
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengungkapan Green human capital mempunyai pengaruh posituf signifikan terhadap kinerja perbankan, Pengungkapan Green structural capital memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan, Pengungkapan Green Relational capital tidak berpengaruh terhadap berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perbankan di Indonesia.

	2
	(Muhammad et al., 2021)
	The influence of intellectual capital and corporate governance onfinancial performance of Islamic banks
	Intellectual capital (X1), corporate governance (X2), financial performance of islamic banks(Y).
	The results of this research prove that intellectual capitalhas a positive effect on financial performance.
Meanwhile, independent
directors, the Sharia Supervisory Board (DPS)




	
	
	
	
	and academic directors have no influence on the financial performance of sharia banking companies.

	3
	(Novitri & Adi, 2024)
	Pengaruh Islamic Corporate Governance, Sharia Complience dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah
	Islamic Corporate Governance (X1) Sharia Complience (X2) Islamic Social Reporting (X3), Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Y)
	Hasil penelitian menunjukkan nilai VAIC dan VACA berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan, VAHU berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA, tetapi tidak berpengaruh terhadap ROE dan TATO, STVA tidak ada pengaruhnya terhadap
kinerja keuangan.

	4
	(Cahya & Kusumaningtia s, 2021)
	Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Bank Umum
Syariah.
	Islamic Corporate Governance (X1), Intellectual Capital (X2), Kinerja Bank Umum Syariah (Y).
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance secara parsial tidak mampu memengaruhi kinerja Maqashid Shariah Index.
Sementara itu, Intellectual




	
	
	
	
	Capital secara parsial mampu memengaruhi secara positif dan signifikan pada kinerja
Maqashid Shariah Index.

	5
	(Astuti & Suharni, 2020)
	Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah
di Indonesia Periode 2016-2018
	Intellectual Capital (X1), Islamic Corporate Social Responsibility (X2), Islamic Corporate Governance (X3) dan Kinerja Perbankan Syariah (Y).
	Hasil penelitian menunjukkan Variabel Intellectual Capital berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Variabel Islamic Corporate Social
Responsibility dan Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia
Periode 2016-2018.

	6
	(Salahuddin, 2022)
	The influence of Islamic corporate governance (ICG) and intellectual capital (ICG) on
the Islamicity
	The influence of Islamiccorporate governance (ICG) and intellectual capital (IC) on the islamicity performance index at PT Bank
	The results of this research show that Islamic corporate governance (ICG) has a significant effect with a t-statistical value of 21.877 >t-tabel 1.960. Intellectual capital (IC)




	
	
	performance index at PT Bank NTB Syariah period	2019
	NTB Syariah period 2019-
2021
	has a significant effect with a t-statistic value of5.642 > t-table 1.960 and Islamic corporate governance together with intellectual capital has a significant effect on islamicity Performance
Index PT. Bank NTB Syariah in2019-2021 with a t-statistic value of 20,063 > t-tabel
1,960.

	7
	(Permata et al., 2021)
	Pengaruh Intellectual Capital Terhadap
Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kota Jambi)
	Intellectual Capital (X1) dan Kinerja Keuangan (Y).
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Intellectual Capital (Human Capital, Costumer Capital, dan Structural Capital) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Secara parsial Menunjukkan bahwa Human Capital, Structural Capital berpengaruh positif
signifikan terhadap Kinerja




	
	
	
	
	Keuangan, Costumer Capital tidak berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja Keuangan.

	8
	Megawati Chandra, Yvonne Agustine (2019)
	Pengaruh Green Intellectual Capital Index dan Pengungkapan Keberlanjutan terhadap Kinerja Keuangan dan Non Keuangan dengan Transparansi sebagai
Variabel Moderasi
	Green Intellectual Capital (X1), Capital Index (X2), pengungkapan keberlanjutan (X3), Kinerja Keuangan dan non keuangan (Y), dan Transparansi (Z)
	Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel green intellectual capital index berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan pengungkapan keberlanjutan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
dan non keuangan



[image: ]Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang menggunakan variabel independen penelitian yang (X1) dan (X2) secara simultan kepada variabel Y namun terdapat kesamaan secara parsial dari masing-masing variabel seperti pada penelitian (Suhariyanto,2022) yang menggunakan Green Intellectual Capital sebagai variabel independen (X1) dan menggunakan kinerja perbankan sebagai variabel dependen (Y). Perbedaannya terletak pada perbankan yang dijadikan objek adalah perbankan konvensional bukan perbankan syariah. Persamaan lainnya ada pada penelitian (Astuti & Suharni, 2020) yang menggunakan Islamic Corparate Governance sebagai variabel independen (X3) dan kinerja perbankan syariah sebagai variabel Y.


2.3 Kerangka Konseptual
[image: ]Kerangka Konseptual menurut (Sugiyono, 2019) merupakan suatu hubungan yang menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati dan atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan ini, maka penulis membuat kerangka konseptual seperti gambar dibawah ini :









H1Kinerja Perbankan (Y)
ROA
(Tresnawulan, 2022)
Green Intellectual Capital
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1 Green Human Capital
2 Green Structural Capital
3 Green Relational Capital (Suhariyanto,2022)












H2Islamic Corporate
Governance (X2)
Kepemilikan Manajerial (Effendi, 2016:17)








H3


Gambar 2.1 Kerangka Konseptual


2.4 Hipotesis Penelitian
Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atas masalah secara teoritis atau jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui data yang terkumpul(Nursalam, 2015).
[image: ]H1: Pengaruh Green Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia
Penerapan Green Intellectual Capital di dalam perbankan syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah dikarenakan perusahaan yang menerapkan green intellectual capital maka perusahaan telah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan yang cenderung patuh terhadap lingkungan maka akan menciptakan nilai baik perusahaan dimata stakeholde dengan demikian perluya penerapan green intellectual capital untuk menarik investor untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut, sehingga bisa mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Hal ini juga didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suhariyanto,2022) bahwa green intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
H2: Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia
Penerapan Islamic Corporate Governance di dalam perbankan syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah dikarenakan penerapan corporate governance dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Semakin besar skor good governance bisnis syariah maka akan semakin besar pula kinerja perusahaan perbankan syariah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Salahuddin, 2022) yang menyatakan Islamic Corporate


Governance berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan tanggungjawab DPS berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Islamic Corporate Governance berpengaruh Positif Signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia (Salahuddin,2022)
[image: ]H3: Pengaruh Green Intellectual Capital dan Islamic Corporate  Governance
berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia

Green Intellectual capital dan Islamic Corporate Governance berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Pada penelitian ini hipotesis yang dirumuskan bermaksud untuk mengetahui pengaruh GIC dan ICG pada kinerja bank umum syariah secara bersama-sama (simultan). semakin tinggi tingkat GIC suatu bank syariah, maka semakin baik pula kinerja keuangannya. Hal ini karena GIC dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko lingkungan, dan menarik nasabah yang peduli terhadap lingkungan. Sementara itu Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap prinsip prinsip prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola perusahaan, semakin tinggi pula profitabilitas perbankan syariah.
Kombinasi antara Green Intellectual Capital dan Islamic corporate governance dianggap dapat menciptakan sinergi yang positif, di mana pengetahuan lingkungan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik.
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